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SINOPSIS

Sebagai Kota yang dikenal dengan pariwisatanya, membuat Kota ini menjadi
salah satu tujuan wisatawan sehingga tak heran setiap tahunnya jumlah wisatawan yang
datang di Kota Yogyakarta begitu ramai. Dengan banyaknya wistawan yang datang
mendorong jumlah kebutuhan hotel sebagai sarana peristirahatan dan penginapan turut
meningkat. Banyaknya pembangunan hotel membuat persaingan antara pengusahah
hotel yang tidak sehat lagi, masalah lingkungan dengan masyarakat dan luas wilayah
Kota Yogyakarta semakain sempit. Moratorium Pembangunan Hotel yang di atur dalam
Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel
merupakan salah satu respon pemerintah untuk mengatasi masalah hotel di Kota
Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun
2013,pemerintah sebagai pihak pelaksana harus melaksanakan kebijakan ini secara
konsisten sesuai aturan agar supaya jumlah permohonan izin pembangunan hotel pun
semakin terkendali pula. Namun, semenjak perwal tersebut dikeluarkan pada awal
Januari 2014 sampai saat ini tahun 2018 masih saja ditemui beberapa pembangunan
hotel yang belum terkendali. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti
merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Konsistensi pemerintah
Kota Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Kebijakan Moratorium Pembangunan Hotel Di
Kota Yogyakarta?”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif.
Obyek penelitian ini adalah Informasi mengenai konsistensi pemerintah Kota
Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan moratorium pembangunan hotel. Jumlah
informan dalam penelitian ini adalah 10 orang. Yang terdiri dari 3 informan dari
Dinas Perizinan, 1 informan dari dinas pariwisata, 1 informan dari bagian hukum
pemerintah Kota Yogyakarta, 1 infroman dari PHRI DIY, 2 Informan dari pihak hotel
dan 2 informan dari tokoh masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data sebagai
berikut : wawancara, dokumntasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan
yaitu: Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpukan bahwa Komunikasi
dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan secara konsisten. Apa yang dimuat
dalam Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 sesuai dengan apa yang
diinformasikan kepada target kebijakan secara jelas tanpa adanya perubahan. Adanya
Informasi yang konsisten kepada seluruh stakehoulder kebijakan moratorium
pembangunan hotel menyebabkan pemahaman seluruh stakehoulder terhadap kebijakan
ini dari pemahaman tentang aturan dan masa berlaku kebijakan ini dipahami sesuai
yang di muat dalam Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013. Konsistensi berbicara
tentang perilaku yang tetap dan tidak berubaha-ubah, hal itu ditunjukan pemerintah
Kota Yogyakarta melalui Disposisi implementor dalam pelaksanaan kebijakan
moratorium pembangunan hotel. hal itu ditunjukan prilaku taat tidak mengeluarakan
IMB baru, adanya pengawasan dalam pelaksanaan dan memberlakukan sanksi ketika
ada pelanggaran. Walaupun Dari sisi pelaksanaan pemerintah telah melaksanakan
sesuai aturan, namun kebijakan ini di rasa oleh target kebijakan belum memberikan
dampak sesuai yang diharapakn yaitu untuk mengendalikan pembangunan hotel.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Konisistensi Kebijakan

xiii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.
Pelaksanaan desentralisasi yang menghasilkan otonomi tersebut dijalankan dan
dikembangkan dalam dua nilai dasar, yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi
teritorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan Negara Kesatuan Republik
Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat
Negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik
Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan pemerintahan. Sementara itu, nilai dasar
desentralisasi teritorial diwujutkan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam
bentuk otonomi.

Upaya menerapkan desentralisasi di Indonesia, terdapat empat sifat yang melekat
di dalamnya (Hari Sabarno, 2007:4), yaitu :

1. Pembentukan  dan  penghapusan  suatu  daerah, baik  provinsi,
kabupaten/kabupaten/ kota yang bersifat otonom, pada dasarnya merupakan
prakarsa pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundangan-undangan setelah
mendengarkan aspirasi dan kebutuhan di daerah itu sendiri;

2. Pengambilan kebijakan desentralisasi berada di tangan pemerintah pusat,
sedangkan pelaksanaan otonomi daerah dilakukan pemerintah daerah;

3. Pelaksanaan hubungan antara pemerintah otonom dan pemerintah pusat bersifat
bergantung (dependent) dan hierarki ( subordinate);

1



4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
diwujudkan dengan pembagian yang proposional dalam pengelolaan dan
penerimaan hasil sumber daya di daerah melalui suatu peraturan perundangan-

undangan tingkat nasional.

Oleh sebab itu, otonomi daerah yang dijalankan selain bersifat nyata dan luas,
tetap harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Maksudnya otonomi daerah harus
dipahami sebagai perwujudan pertanggungjawaban konsekuensi pemberian hak dan
kewenangan kepada daerah dalam wujut tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan

daerah.

Lahirnya reformasi kebijakan desentralisasi pertama kali melalui Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian mengalami
perubahan dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Maksut dan tujuan dari peraturan tersebut agar daerah mampu
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakrsanya sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk meningkatkan semangat
otonomi yang telah muncul dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maka
direvisi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang

Pemerintahan Derah.

Semangat otonomi yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah membuat daerah semakin gencar mengembangkan
potensi yang ada di daerahnya dalam rangka meningkatkan pembangunan untuk
kesejahtraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah pasal 285 ayat (1) menyebutkan Daerah  melaksanakan



pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing Daerah. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari
pembangunan nasional. Dan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang
disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan daerah diarahkan
untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Sebagai suatu perubahan terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada
hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam
berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat.
(Edi Suharto, 2006:1) .

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu aspek penting yang harus
dikembangkan di suatu daerah. Pembangunan ekonomi yang baik akan memberikan
banyak manfaat bagi suatu bangsa dan menunjukan bahwa suatu negara telah berhasil
meningkatkan ekonominya. Pembangunan ekonomi juga dilakukan agar tercipta suatu
pemerataan pelaksanaan pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

Salah satu kegiatan yang dapat memacu pembangunan ekonomi di suatu daerah
adalah pembangunan di sektor industri. Pembangunan suatu negara dikatakan maju
apabila didukung oleh majunya perindustrian yang dimiliki. Perindustrian yang
semakin bertumbuh dan berkembang ikut menopang kemajuan dan kesejahtraan suatu
negara. Pembangunan di bidang industri tidak pernah terlepas dari peran serta
Pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap para prilaku industri. Dukungan
Pemerintah terhadap pelaku industri dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah

satunya dengan memberikan kemudahan di sektor perizinan industri. Dalam konteks ini



Pemerintah selaku pemegang kekuasaan otoritas Pemerintahan yang ada didaerahnya
haruslah menggunnakan otoritasnya dengan baik agar dapat menciptakan kesejahtraan
masyarakat yang baik yakni tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kota Yogyakarta dewasa ini merupakan salah satu kota yang tingkat kemajuan
pembangunan ekonomi terus berkembang terlebih pembangunan di bidang industri.
Kota Yogyakarta juga dikenal sebagai Kota Pariwisata dan Kota Pelajar dengan unsur
budaya yang melekat. Hal ini menjadi magnet yang cukup kuat untuk menarik para
wisatawan dari penjuru daerah tanah air maupun mancanegara berkunjung ke Kota
Yogyakarata. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pariwisata di Kota Yogyakarta
semakin berkembang. Hal ini juga yang menyebabkan wisatawan terus berdatangan di

Kota Yogyakarta.

Kunjungan wisatawan Kota Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun,
Dari data yang ada kunjungan wisatawan pada bulan Juli 2015 berjumlah 4.852
kunjungan. Dan pada bulan Juli 2016 Menjadi 11.177 kunjungan. Angka ini meningkat
sebesar130,36persen,sumber:(http://nasional.republika.co.id/berita/nasinal/daerah/16/09/02

/ocv6ce399-kunjungan-wisatawan-mancanegara-melonjak) diakses 31/10/2017.

Hal itu yang mendorong jumlah kebutuhan hotel sebagai sarana peristirahatan dan
penginapan turut meningkat, seiring jumlah wisatawan yang makin bertambah. Hal ini
juga menjadi daya tarik bagi para pengusaha mengembangkan bisnis di bidang industri
perhotelan. Sehingga tak jarang saat ini di Kota Yogyakarta lazim ditemukan berbagai
macam bangunan hotel dari berbagai macam kelas mulai dari kelas losmen, motel,
melati hingga hotel berbintang.

Melihat peluang bisnis yang sangat menjanjikan di industri perhotelan di Kota
Yogyakarta tentu membuat persaingan dari para investor untuk mendirikan bangunan

hotel di beberapa lokasi strategis di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun terus
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meningkat secara signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kondisi bangunan
yang ada di Kota Yogyakarta yang banyak di dominasi oleh berbagai macam jenis
bangunan hotel baik itu hotel berbintang, melati, losmen dan bahkan masih dalam
proses pembangunan.

Pembangunan hotel di Kota Yogyakarta memang sangat berkontribusi terhadap
pendapatan daerah. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2016 melebihi target yakni
mencapai 113 miliar atau 102 persen dari target yang telah ditetapkan yakni 112 miliar.
Sumber (http://www.antarnews.com/berita/606553/pajak-hotel-yogyakarta-lampaui-target)
diakses 31/10/2017.

Namun disatu sisi pembangunan hotel memang menjadi polemik di berbagai
kalangan. Hotel-hotel dibangun tanpa memperhatikan bahwa lahan yang dipergunakan
untuk membangun semakin terbatas. Sehingga hal ini berdampak juga pada tata ruang
Kota Yogyakarta yang semakin sempit tidak mampu lagi menampung bangunan-
bangunan hotel yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Polemik yang sangat terasa sekali dampaknya adalaha masalah lingkungan. Tidak
sedikit masyarakat yang mengeluhkan dampak lingkungan yang mereka rasakan ketika
hotel ramai dibangun di sekitar mereka. Salah satu masalah lingkungan yang
disebabkan oleh adanya bangunan Hotel adalah kurangnya ketersediaan air bersih atau
bahkan sumur yang mulai mengering. Dari informasi yang pernah Penulis dapatkan
saat wawancara dengan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk memenuhi
salah satu tugas mata kuliah, bahwa kasus serupa pernah terjadi di daerah Kelurahan
Semaki Kecamatan Umbulharjo di tahun 2013, dimana masyarakat Semaki pernah
melakukan aksi demo kepada salah satu hotel yang berdiri di sekitar Kelurahan Semaki.

Karena semenjak hotel bersangkutan mendirikan bangunan di daerah Kelurahan



Semaki, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur mereka mengalami
kekeringan.

Melihat dari beberapa kasus yang sudah banyak terjadi di beberapa daerah,
masyarakat semakin gencar melakukan penolakan terhadap pembangunan hotel di
wilayah mereka. Sering ditemui dibeberapa tempat, terpasang poster yang menyatakan
bahwa warga menolak berbagai macam pembangunan hotel di wilayah mereka. Hal
tersebut tidak lain masyarakat lakukan karena melihat pembangunan hotel yang terus
bertambah tanpa memperhatikan dampak yang dimunculkan terhadap masyarakat.

Dengan adanya gejolak tentang pembangunan hotel di kota Yogyakarta
pemerintah sangat responsif dengan memandang bahwa hal ini penting, sehingga perlu
sebuah peraturan untuk mengatur. Hal-hal yang mendasar di atas menjadi latar
belakang Lahirnya Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tentang pengendalian
pembangunan hotel. Peraturan ini juga merupakan salah satu bukti kebijakan
pemerintah untuk merespon masalah yang dihadapi oleh masyarakat terkait dampak
pembangunan hotel di kota Yogyakarta.

Menurut Nugroho (Herabudin, 2016:39) kebijakan pemerintah dalam
perpustakaan Unternasional disebut sebagai Public Policy , yaitu aturan kehidupan
bersama yang harus di taati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Aturan atau
peraturan secara sSederhana kita pahami sebagai kebijakan pemerintah. Dengan
demikian, kebijakan pemerintah ini dapat di artikan suatu hukum yang harus ditaati.

Peraturan yang dikenal dengan kebijakan Moratorium Hotel tersebut merupakan
kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menghentikan sementara ijin mendirikan
hotel di Kota Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Nomor 77

Tahun 2013, maka diharapkan jumlah permohonan izin pembangunan hotel pun



semakin terkendali pula dan peraturan ini dapat ditaati oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.

Namun, semenjak Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2013 dikeluarkan pada
awal Januari 2014 sampai Desember 2016, dan sudah diperpanjang pada tahap pertama
masa berlakunya sampai Desember 2017 dan pada tahap kedua diperpanjang sampai
Desember 2018 masih saja ditemui beberapa pembangunan hotel yang belum terkendali
yang menyebabkan permasalahan lingkungan dan ekonomi terkait persaingan
pengusaha hotel yang tidak sehat lagi. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota
Yogyakarta tahun 2016 jumlah hotel di Kota Yogyakarta terus meningkat. Sejak tahun
2011 jumlah hotel sebanyak 387 hotel. dan meningkat di tahun 2012 menjadi 397 hotel,
2013 jumlah mencapai 400 hotel dan sampai dengan tahun 2014 jumlah hotel dan
menginapan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta tercatat 419 buah yakni terdiri dari
57 hotel berbintang dan 419 non bintang dengan jumlah kamar terdiri dari 11.732
kamar. Belum lagi di tambah dengan hotel-hotel yang bertambah sejak tahun 2015
hingga sekarang yang di mana masa kebijakan moratorium sedang dijalankan.

Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 77 Tahun 2013 khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) yang berisi, “Permohonan
IMB bangunan hotel yang telah terdaftar pada Dinas Perizinan sebelum 1 Januari 2014,
maka perizinannya tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Hal ini
menimbulkan permasalahan pada beberapa pihak. Disatu sisi Peraturan Walikota
Yogyakarta tersebut diharapkan mampu untuk mengendalikan jumlah pembangunan
hotel serta jumlah permohonan izin hotel yang masuk, tetapi disisi lain berdasar
Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan Permohonan
IMB bangunan hotel yang telah terdaftar pada Dinas Perizinan sebelum 1 Januari 2014,

maka perizinannya tetap diproses berdasr peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Aturan tersebut menyebabkan para investor berbondong-bondong memasukkan izin
atau mendaftarkan izin mendirikan hotel sebelum tagal 1 Januari 2014 terlebih dahulu
ke Dinas Perizinan, yakni sebelum moratorium pembangunan hotel diberlakukan, hal-
hal strategis seperti lokasi, sarana prasarana nanti menyusul karena ingin menegjar Izin
yang akan di ajukan. Dengan adanya pengecualian yang diatur dalam Perwal Nomor 77
Tahun 2013, menggambarkan bahwa pemerintah masih memberikan peluang yang
besar terhadap pertumbuhan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Jika memang
dengan adanya kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan pembangunan hotel
pemerintah tidak harus memberikan pengecualian dalam Perwal Nomor 77 Tahun
2013.

Izin pembangunan hotel yang diajukan sebelum kebijakan moratorium
dikeluarkan pada 2014 silam berjumlah 104 buah. Terakhir, pada penghujung akhir
tahun 2015, terdata sudah sekitar 81 IMB yang sudah diterbitkan oleh Pemkot
Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Perizinan. Jumlah ini terus bertambah menjadi 84 IMB
terbit, tercatat sampai bulan April 2016 ini. Akibatnya, walaupun moratorium terus
berjalan, izin baru untuk membangun hotel tidak diberikan, tetapi pembangunan hotel
dari IMB lama yang sebelumnya telah diterbitkan akan terus menjamur di Yogyakarta.
Sumber (http://jogja.tribunnews.com/2016/04/12/selama-persayaratan-lengkap-
pemkot-yogyakarta-akui-tak-bisa-menolak-izin-membangun-hotel) diakses 2/11/2017.

Sehingga tak heran di masa kebijakan moratorium pembangunan hotel saat ini
banyak ditemukan hotel-hotel baru berdiri maupun dalam proses pembangunan.
Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta menimbulkan permasalahan dan dilema,
karena pada awalnya Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut ditujukan untuk
mengendalikan jumlah pembangunan hotel di Yogyakarta dan jumlah permohonan izin

pembangunan hotel yang masuk, justru tidak sesuai dengan tujuan yang di maksut.



Karena dengan adanya kebijakan moratorium hotel dampaknya menyebabkan banyak
investor yang mengajukan izin pembangunan hotel sebelum moratorium diberlakukan.
Dengan demikian permohonan izin pembangunan hotel pun sukar untuk dikendalikan,
hal itu pula yang menyebabkan jumlah pembangunan hotel tidak bisa terkontrol
walaupun di masa kebijakan moratorium hotel diberlakukan, terlebih apabila seluruh
syarat perizinan hotel telah terpenuhi, maka Dinas Perizinan pun akan mengeluarkan

izin sesuai dengan prosedur.



